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DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 diubah dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 1994 diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000
diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, dengan
perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 37
Tahun 1998 tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan Atas
Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan, Dan
Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Beserta
Perubahannya.

B. Buku

Adjie, Habib, 2009, Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai
Pejabat Publik, Refika Aditama, Surabaya.

Arto, Mukti, 2004. Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, Pustaka
Pelajar, Yogyakarta.

Chazawi, Adami, 2018, Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia,Rajawali Press,
Depok.

Fajar Mukti, dan Yulianto Achmad, 2009, Dualisme Penelitian Hukum Normatif
Dan Empiris Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
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Jakarta.
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